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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara dengan corak kehidupan yang berbentuk
agraris, maka dari itu warga Indonesia sebagian besar menggantungkan
hidupnya dengan memanfaatkan kekayaan alam yaitu tanah, hal ini di dukung
dengan keadaan alam Indonesia yang sangat subur dan kaya akan sumber
daya alam. Dalam kehidupan, tanah memiliki peran yang sangat penting.
Keberlangsungan kehidupan manusia sangat bergantung dengan tanah.
Dalam Islam tanah dijelaskan seperti dalam firman Allah SWT:
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qala fiha tahyauna wa fiha tamutyna wa min-ha tukhrajun

Artinya :
Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu (pula)
kamu akan dibangkitkan (Qs. Al-4 'af ayat 25).*
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min-ha khalagnakum wa fiha nuidukum wa min-ha nukhrijukum taratan
ukhra

Artinya:

dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan
mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada
kali yang lain (Qs. At-thaha ayat 55). 2

Y AI-Qur’an Surah Al-A’raf ayat 25.
2 Al-Qur’an Surah At-thaha ayat 55.



Tanah merupakan potensi negara yang sangat berperan dalam
menunjang pembangunan. Hak penguasaan tanah pada hakekatnya
merupakan refleksi dari pandangan manusia terhadap dirinya sendiri sebagai
manusia dalam hubungannya dengan tanah. Hubungan manusia dengan
tanah menimbulkan kewenangan dan tanggung jawab untuk kemakmuran
diri sendiri dan orang lain. Sehingga sudah seharusnya pemanfaatan fungsi
bumi dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah di
tujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat
indonesia. Seperti halnya pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi
sebagai berikut:

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”.

Hubungan yang mengandung karakter spesifik inilah yang menjadi
basis lahirnya hubungan hukum antara manusia indonesia lahirnya
hubungan hukum antara manusia Indonesia dengan tanah yang kemudian di
konsepkan dengan Hak Bangsa. Pasal 1 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa
bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam di wilayah Indonesia.

Bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian nasional,

maka bertambah pula keperluan akar kepastian hukum di bidang pertanahan.

Status tanah yang dikenal di Indonesia ada dua jenis, yaitu tanah yang

® Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok
Agraria



berstatus sebagai tanah Negara, tanah yang berstatus sebagai tanah hak,* dan
dapat dibedakan menjadi dua yaitu hak atas tanah yang bersifat tetap dan hak
atas tanah yang bersifat sementara.’> Hak atas tanah yang bersifat tetap diatur
dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) meliputi hak milik,
hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka
tanah, dan hak memungut hasil hutan.

Hak atas tanah yang bersifat sementara diatur dalam ketentuan Pasal
53 UUPA meliputi hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak
sewa tanah pertanian. Sifat sementara dari hak atas tanah tersebut berarti pada
suatu waktu hak-hak tersebut sebagai lembaga hukum tidak akan ada lagi dan
karena dianggap tidak sesuai dengan asas-asas Hukum Tanah Nasional.®

Undang-Undang Dasar Negara Rl 1945 telah memberikan landasan
sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Bahwa bumi dan air serta kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini dapat
diketahui bahwa kemakmuran masyarakatlah yang menjadi tujuan utama
dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya. Sebagai wujud nyata dari Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Dasar Negara Rl 1945, maka lahirlah Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

* Boedi Harsono, 2007, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan ke-11, Djambatan, Jakarta, h.344.

> Ibid, h.283

® Ibid, h.290.



yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Pasal 2
ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria ini disebutkan bahwa: “Bumi, air dan
ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang
tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”

Melalui hak menguasai dari Negara inilah maka Negara selaku badan
penguasa akan dapat senantiasa mengendalikan atau mengarahkan
pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada,
yaitu dalam lingkup penguasaan secara yuridis yang beraspek publik.”

Pemindahan penguasaan hak atas tanah dapat terjadi melalui
perbuatan hukum peralihan hak atas tanah. Perbuatan hukum tersebut antara
lain karena jual beli, warisan, hibah, wakaf, tukar menukar lelang dan
sebagainya. Peralihan hak ini menyebabkan berpindahnya hak atas
penguasaan dari seseorang kepada orang lain.

Salah satu perbuatan hukum dalam pemindahan penguasaan hak atas
tanah adalah wakaf. Menurut Peraturan Menteri ATR BPN No. 2 Tahun
2017, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.® Sedangkan

wakaf menurut Moh. Anwar adalah menahan suatu barang daripada

" Muhammad Bakri, 2007, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk
Reformasi Agraria), Citra Media, Yogyakarta, h. 5

® pasal 1 Peraturan Menteri ATR BPN No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran
Tanah Wakahf di Kementrian ATR BPN



diperjualbelikan atau diberikan atau dipinjamkan oleh pemilik, guna dijadikan
manfaat untuk kepentingan tertentu yang diperbolehkan oleh syara’ serta
tetap bentuknya dan boleh dipergunakan untuk diambil manfaatnya oleh
orang yang ditentukan (yang menerima wakaf) atau umum.’

Pengertian wakaf berdasarkan Fatwa MUI, adalah menyerahkan tanah
atau benda-benda lain yang dimanfaatkan oleh umat Islam tanpa merusak
atau menghabiskan pokoknya kepada seseorang atau badan hukum agar dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam, seperti mewakafkan tanah untuk
pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren, asrama yatim piatu dan
sebagainya.™

Keberadaan wakaf ditegaskan dalam UUPA Pasal 49, yaitu:

1) Hak milik tanah atau badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang
dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui
dan dilindunfi. Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah
yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan
dan sosial.

2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana
dimaksud Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh
Negara dengan hak pakai.

3) Perwakafan tanah milik dilindungu dan diatur dengan peraturan

pemerintah.

° H. Moh Anwar, 1992, Muamalat, Munakahat, Faraid, dan Janayat, Rineka Cipta, Jakarta,
h. 494

19 Hamdan Rasyid, 2003, Figh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwaaktual), cetakan pertama,
Al-Mawardi, Jakarta, h. 294



Dari ketentuan tersebut terkandung makna perihal pertanahan erat

hubungannya dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya, salah satunya

dengan perwakafan tanah, di dalam hukum agrarian nasional mendapat

perhatian. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1997, wakaf tanah

hak milik merupakan suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum

yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik

dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan

atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.™

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri ATR BPN No. 2 Tahun 2017

Ketentuan tentang Tanah yang diwakafkan dapat berupa:

a.

b.

Hak Milik atau Tanah Milik Adat yang belum terdaftar.

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Tanah
Negara.

Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan
atau Hak Milik.

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

Tanah Negara.*?

Dalam hal tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah

Hak Pengelolaan atau Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

akan diwakafkan untuk selama-lamanya, harus terlebih dahulu memperoleh

izin tertulis/pelepasan dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik..*?

1 Adrian Sutedi, 2012, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika Jakarta, h.167
12 pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri ATR BPN No. 2 Tahun 2017
13 pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri ATR BPN No. 2 Tahun 2017



Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum
sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta
benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih
ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu,
tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola
dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena sikap masyarakat yang
kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang
seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan,
fungsi, dan peruntukan wakaf."

Tanah yang diwakafkan harus merupakan Tanah Hak Milik atau
Tanah Milik yang baik seluruhnya maupun sebagian harus bebas dari beban
ikatan, jaminan, sitaan dan sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Peraturan Pemerintah No. 28/1977 Pasal 4."> Menurut UU Wakaf No. 41
Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) menyatakan: Wakaf adalah perbuatan hukum
wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda
miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan
umum menurut syariah.*®

Tata cara pelaksanaan Perwakafan Hak Milik Atas Tanah harus

dilakukan secara tertulis, tidak cukup dengan ikrar lisan saja. Tujuannya

1 AP Perlindungan, 1991, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria , Alumni,
Bandung, h.20

15 Undang-undang No. 6 tahun 1997 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan
Tanah Milik

'® Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 1 butir 1



adalah untuk memperoleh bukti otentik yang dapat digunakan untuk berbagai
persoalan seperti untuk bahan-bahan pendaftaran pada Kantor Agraria
Kabupaten/Kotamadya dan untuk keperluan penyelesaian sengketa yang
mungkin timbul di kemudian hari tentang tanah yang diwakafkan itu.*’

Dalam praktik kehidupan masyarakat, sebidang tanah yang telah
diwakafkan sebagai akibatnya ia akan mempunyai kedudukan khusus, yakni
terisolimya tanah wakaf tersebut dari kegiatan transksi jual beli, sewa beli,
hibah, waris, penjaminan dan bentuk pengalihan hak lainnya).*® Sebagai
akibatnya, ia seolah-olah dapat dikategorikan sebagai suatu rech person
(badan hukum), yakni pribadi hukum yang mempunyak hak-hak dan
kewajiban dalam kehidupan hukm sebagai subjek hukum. Dikatakan
demikian, Karena tatacara sampai kepada pengurusannya, seluruh
kegiatannya dalam masyarakat merupakan kegiatan harta wakaf itu sendiri
yang pelaksanaannya diwakili oleh Nadzir. *°

Untuk mendapat kekuatan hukum atas tanah yang diwakafkan, maka
harus dibuatkan ikrar wakaf dengan suatu akta oleh Kepala KUA sebagai
Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf. Pelaksanaan ikrar wakaf, demikian pula
pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh
sekurang-kurangnya 2 orang saksi, yang disertai dengan surat-surat bukti
pemilikan tanah, surat keterangan kepala desa, surat keterangan pendaftaran

tanah. Setelah Akta Ikrar Wakaf dibuat, selanjutnya dilakukan pendaftaran

7 Abdul Ghofur Anshor, 1991, Potensi Hukum Wakaf dan Pembinaannya di Indonesia,
UGM, Yogyakarta, h.37.

'8 Boedi Harsono, loc.cit, h. 314
19 Ter Har, 2001, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Penebar Swadaya, Jakarta, h. 136



wakaf tanah milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk memperoleh
sertifikat. Sertifikasi tanah wakaf merupakan program nasional sebagai
tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk
mengetahui secara pasti jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia, harus
diadakan pendataan secara tuntas.?

Kabupaten Pati adalah salah satu kabupaten yang sedang
melaksanakan program percepatan sertifikasi tanah wakaf. Kabupaten Pati
terletak antara 6°25° - 7°00° lintang selatan dan antara 100°50° -111°15°
bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kab. Pati memiliki batas-batas:
Utara - Kab Jepara dan Laut Jawa, Selatan - Kab.Grobogan dan Blora, Barat -
Kab. Kudus dan Jepara, Timur - Kab. Rembang dan Laut Jawa. Luas wilayah
Kab. Pati adalah 150.368 Ha yang terdiri dari 59.332 Ha lahan sawah, 66.086
Ha lahan bukan sawah dan 24.950 Ha lahan bukan pertanian.

Pada akhir tahun 2018 lalu, Kantor Kementerian Agama (Kemenag)
Kabupaten Pati mensosialisasikan percepatan sertifikasi tanah wakaf.
Percepatan tersebut dilakukan agar semua tanah wakaf yang ada segera
memiliki sertifikat. Tujuannya adalah agar lebih tertib dalam administrasi
pertanahan. Tanah wakaf yang sudah bersertifikat akan lebih aman karena
mendapatkan perlindungan secara hukum. Dengan sertifikat tersebut, kasus
sengketa tanah yang seringkali muncul bisa dihindari. Kegiatan sosialisasi
percepatan sertifikasi tanah wakaf kepada asosiasi nadzir, ormas dan lembaga

wakaf, bertempat di aula kantor Kemenag Kabupaten Pati. Sosialisasi

20 Adrian Sutedi, op.cit, h. 170



dilakukan di hadapan + 100 nadzir dan 20 Kepala KUA. Sosialisasi tentang
regulasi sertifikasi tanah wakaf, tata cata dan proses sertifikasi hingga arah
dan strategi program sertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Kabupaten Pati. Sertifikasi tanah wakaf mengacu Surat Keputusan Bersama
(SKB) Menteri Agama RI dan BPN RI No 422/2004 tentang Sertifikasi
Tanah Wakaf, dan Peraturan Menteri ATR BPN No. 2 tahun 2017.%
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk
menganalisis permasalahan Tesis tentang wakaf dengan judul “Tinjauan
Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah
Karena Wakaf Berdasarkan Permen ATR BPN No. 2 Tahun 2017 di

Kabupaten Pati”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas,
penulis merumuskan beberapa permasalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah
Karena Wakaf Berdasarkan Permen ATR BPN No. 2 Tahun 2017 di
Kabupaten Pati?

2. Bagaimana Akibat Hukum Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas
Tanah Karena Wakaf Berdasarkan Permen ATR BPN No. 2 Tahun

2017 di Kabupaten Pati?

2! https://www.patikab.go.id, diakses 6 Februari 2019, pukul 22.00 WIB
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3. Apa saja Hambatan dan Solusi dalam Proses Pendaftaran Peralihan
Hak Milik Atas Tanah Karena Wakaf Berdasarkan Permen ATR BPN

No. 2 Tahun 2017 di Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di
atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Pendaftaran
Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Wakaf Berdasarkan Permen
ATR BPN No. 2 Tahun 2017 di Kabupaten Pati.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Akibat Hukum Pendaftaran
Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Wakaf Berdasarkan Permen
ATR BPN No. 2 Tahun 2017 di Kabupaten Pati.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan Hambatan dan Solusi dalam
Proses Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Wakaf

Berdasarkan Permen ATR BPN No. 2 Tahun 2017 di Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Untuk dapat mengembangkan kemampuan berfikir penulis
sehingga dapat mengetahui kemampuan penulis dalam
menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh selama menjalani

masa perkuliahan.
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b. Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang akan

penulis diteliti.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat mengembangkan ilmu
pengetahuan di bidang ilmu Hukum Agraria dalam hal Pelaksanaan
Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Wakaf

b. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi dan
manfaat bagi masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum
dibidang wakaf dan pertanahan;

c. Dibharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi
penulisan hukum atau penelitian selanjutnya

d. Terakhir diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk
memproleh informasi dan pengetahuan hukum tentang.
Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena

Wakaf.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teorli

1. Kerangka Konseptual

12



Konsep berasal dari bahasa Latin, conceptus yang memiliki arti
sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya
penalaran dan pertimbangan.?

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori
konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak
menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan Operational Definition.?®

Untuk mempermudah memahami alur berfikir dari penelitian ini,
maka dapat dilihat dari kerangka konseptual dibawah ini yang mana setiap
variabel pada kerangka pemikiran memiliki fungsi-fungsi masing-masing
dalam menciptakan hukum.

Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan
mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti.
Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam
merumuskan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka
konseptual yang telah disusun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan
mana yang harus dijawab oleh penelitian dan bagaimana prosedur yuridis
empiris yaitu:

a. Pengertian tanah
Kata tanah atau “land” disini memiliki arti yang luas, namun
dalam hal ini menurut Boedi Harsono tanah adalah permukaan bumi

yang dalam penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang

22 Komaruddin dan Yooke Tjumparmah, 2000, Kamus Istilah Karya Tulis lImiah, Bumi
Askara, Jakarta, h.122.

28 Rusdi Malik, 2000, Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia, Untiversitas Trisakti,
Jakarta, h 15.
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ada dibawahnya dan sebagian dari ruang yang ada diatasnya dengan
pembatasan Pasal 4 Undang-undang Pokok Agraria, yaitu sekedar
diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan
penggunaan tanah yang bersangkutan, dalam batas-batas menurut
UUPA dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.?*
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah adalah:

1) Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.
2) Keadaan bumi disuatu tempat.
3) Permukaan bumi yang diberi batas.
4) Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan dari sesuatu

(pasir,cadas, napal dan sebagainya).

Pengaturan tentang tanah sebagai sarana untuk memenuhi
kebutuhan dasar manusia dapat dilihat dari berbagai peraturan
perundang-undangan. Kesadaran arti penting fungsi tanah terkait
dengan Hak Asasi Manusia (HAM) mulai dirasakan semenjak era
reformasi. Diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999, tentang Hak Asasi Manusia, arti penting hak untuk hidup,
mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 9
Ayat 1) itu memerlukan ketersediaan tanah untuk pemenuhan hak atas

kesejahteraan berupa milik, yang dapat dipunyai bagi diri sendiri

2* Boedi Harsono, 2007, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang
Pokok Agraria, isi, dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, h.18
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maupun bersama-sama dengan orang lain untuk pengembangan dirinya
bersama-sama dengan masyarakat.?
b. Hak Penguasaan Atas Tanah

Hak atas tanah pada dasarnya dapat dimiliki oleh semua orang,
yang membedakannya adalah jenis hak atas tanah yang boleh
dimiliknya. Pemilikan itu tergantung pada subyek hak, apakah orang
WNI atau WNA, atau Badan Hukum.?

Dalam hukum tanah terdapat pengaturan mengenai berbagai
hak penguasaan atas tanah. Undang-Undang Pokok Agraria mengatur
sekaligus menetapkan hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam
hukum tanah nasional, yaitu : %

1) Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1 sebagai hak
penguasaan atas tanah yang tertinggi beraspek perdata dan
publik.

2) Hak menguasai dari negara yang disebut dalam Pasal 2,
semata-mata beraspek publik.

3) Hak ulayat masyarakat hukum adat yang disebut dalam Pasal
3, beraspek perdata dan publik.

4) Hak-hak perorangan dan individual, semuanya beraspek

perdata terdiri dari :

% Maria S.W Sumardjono, 2008, Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial Dan
Budaya, Kompas, Jakarta, h.3

%6 H. salim HS, H. Abdulah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2014, Perancangan Kontrak dan
Memorandum of Understanding (MoU), Sinar Grafika, Jakarta, h. 64

27 |bid, h. 24
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a) Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang
semuanya secara langsung atau tidak langsung bersumber
pada hak bangsa yang disebut dalam Pasal 16 dan Pasal
53.

b) Wakaf yaitu hak milik yang sudah diwakafkan, dalam
Pasal 49.

¢) Hak jaminan atas tanah yang disebut hak tanggungan,
dalam Pasal; 25, 33, 39 dan 51.

Biarpun bermacam-macam, tetapi semua hak penguasaan atas
tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau
larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai
tanah yang dihaki. “Sesuatu” yang boleh, wajib atau dilarang untuk
diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi
kriterium atau tolak pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah
yang diatur dalam Hukum Tanah.?

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka negara menentukan
hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA,
yaitu:

1) Hak Milik.
2) Hak Guna Usaha.
3) Hak Guna Bangunan.

4) Hak Pakai.

2 |pid, h. 24
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5) Hak Sewa.

6) Hak Membuka Tanah.

7) Hak Memungut Hasil Hutan.

8) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di
atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-
hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebut dalam Pasal
53.29

c. Hak Milik

Hak Milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh
yang dapat dipunyai orang atau badan hukum atas tanah dengan
mengingat fungsi sosial. Berdasarkan penjelasan Pasal 20 UUPA
disebutkan bahwa sifat-sifat dari Hak Milik yang membedakannya
dengan hak-hak lainnya.

Hak Milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti
bahwa hak tersebut merupakan hak mutlak, tidak terbatas dan tidak
dapat diganggu gugat sebagai hak eigendom seperti yang dirumuskan
dalam Pasal 571 KUHPerdata. Sifat demikian bertentangan dengan
sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak.

Kata-kata “terkuat dan terpenuh” mempunyai maksud untuk
membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak

pakai dan lainnya yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak

2 |bid, h. 16
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atas tanah yang dapat dimiliki, hak miliklah yang terkuat dan
terpenuh.

Dengan demikian maka pengertian terkuat seperti yang
dirumuskan dalam Pasal 571 KUHPerdata berlainan dengan yang
dirumuskan dalam Pasal 20 UUPA, karena dalam UUPA disebutkan
bahwa segala hak atas tanah mempunyai fungsi sosial dan hal ini
berbeda dengan pengertian hak eigendom yang dirumuskan dalam

Pasal 571 KUHPerdata.

d. Pengertian Wakaf

Tanah yang diwakafkan harus merupakan Tanah Hak Milik
atau Tanah Milik yang baik seluruhnya maupun sebagian harus bebas
dari beban ikatan, jaminan, sitaan dan sengketa, sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 28/1977 Pasal
4% Menurut UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1)
menyatakan: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan
dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai
dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan

umum menurut syari“ah.*

% Undang-undang No. 6 tahun 1997 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan
Tanah Milik

%! Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 1 butir 1
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e. Pendaftaran tanah wakaf
Tata cara pelaksanaan Perwakafan Hak Milik Atas Tanah harus
dilakukan secara tertulis, tidak cukup dengan ikrar lisan saja.
Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik yang dapat
digunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan-bahan
pendaftaran pada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya dan untuk
keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian
hari tentang tanah yang diwakafkan itu.** Permohonan pendaftaran
Wakaf atas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilampiri dengan:
1) Surat permohonan
2) Surat ukur
3) Sertipikat hak milik yang bersangkutan
4) Aiw atau apaiw
5) Surat pengesahan nazhir yang bersangkutan dari instansi yang
menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan
6) Surat pernyataan dari nazhir bahwa tanahnya tidak dalam
sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.
Setelah syarat dan prosedur lengkap Kepala Kantor Pertanahan

menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir, dan mencatat

%2 Abdul Ghofur Anshor, 1991, Potensi Hukum Wakaf dan Pembinaannya di Indonesia,
UGM, Yogyakarta, h.37.
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dalam Buku Tanah dan sertipikat Hak atas Tanah pada kolom yang

telah disediakan.*®

2. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat
teori, tesis mengenai suatu permasalahan yang dapat dijadikan sebagai
bahan pegangan teoritis bagi peneliti atau penulis.®** Di dalam teori
hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak saja Perundang-
undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas
hukum. Peraturan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang dalam
bentuk Perundang-undangan, baik asas-asas hukum maupun aturan-aturan
mempunyai  ciri  serupa. Agar aturan hukum tidak sekedar
termanisfestasikan sebagai suatu aturan, aturan mengandaikan penafsiran,
maka disini pentingnya asas hukum sebagai sumber hukum.® Asas-asas
hukum memainkan peran penting dalam keseluruhan proses penafsiran
tersebut. Asas adalah merupakan sesuatu peningkatan (optrekking) suatu
peraturan kepada sesuatu yang lebih tinggi, lebih universal, melalui jalan
pemikiran. Asas-asas Hukum adalah bersifat abstrak, oleh karena sudah
menjelma di dalam hukum positif, dalam hal ini hukum dasar yang

tertulis®. Berdasarkan hal tersebut kerangka teori yang digunakan dalam

% pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri ATR BPN No. 2 Tahun 2017

% Purnama Tioria Sianturi, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang
Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang, Penerbit Mandar Maju, Bandung, h. 10.

% Herlien Budiono, B, 2011, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di
Bidang Kenotariatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 27

% Yulfasni, 2010, Hukum Kontrak, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Andalas Padang, h.7
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menganalisa akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah yang tidak
sesuai dengan tata cara pembuatan akta tanah yaitu :
a.  Teori Kepastian Hukum
Asas Kepastian Hukum sudah umum bilamana kepastian
sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan
untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan
kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat
digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian
hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam
perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan
berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang
dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai
suatu peraturan yang harus ditaati.
Lon Fuller dalam bukunya the Morality of Law mengajukan 8
(delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila
tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai
hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum.
Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan,
tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal
tertentu.

2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.

3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.
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4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.

5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.

6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa
yang bisa dilakukan.

7) Tidak boleh sering diubah-ubah.

8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan
sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus
ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan
demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor
yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.®’

b.  Teori Perlindungan Hukum

Mengenai teori perlindungan hukum, menurut Satjipto
Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman
terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan
perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat
difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak
sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan

antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan

% Lon Fuller dalam tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-
ahli/ diunduh pukul 11.32 WIB tanggal 23 April 2018
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belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh
keadilan sosial.*®

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan
hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat
preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif
bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan
tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan
keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif
bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk
penanganannya di lembaga peradilan®®.

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi
hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang
dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain,
masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk
memberikan  keadilan serta menjadi sarana mewujudkan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan  hukum bila dijelaskan harfiah  dapat
menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan
hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik
pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang

dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni

% Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung , h. 55

% philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT Bina IImu,
Surabaya, h. 29
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Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikann
terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai
oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang
diberikan oleh hukum terhadap sesuatu®.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan
hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
b. Jaminan kepastian hukum.
c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek
keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya
tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya
perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk
menegakkan keadilan.

c.  Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki arti hal berwenang, hak dan kekuasaan
yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kemampuan untuk
melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan tindakan yang
dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup
mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi

kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu

%% sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung , h. 38
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atau menuntut pihak lain untuk melakukan tinakan tertentu,
sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau
tidak melakukan tindakan tertentu.**

Wewenang tidak sama dengan kekuasaan, kekuasaan hanya
menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam
hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

Kewenangan hanya diberikan oleh Undang- Undang. Pembuat
Undang-Undang dapat memberikan wewenang pemerintah tidak
hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para
pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan dan
sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan
umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan
terhadap badan hukum privat.*?

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara
yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

a. Atribusi
Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu
jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini
ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ
pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan

kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang.

* Ridwan H.R, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 102.
2 R.J.H.M. Huisman,1995, Algemen Bestuursrecht, Een Inleiding, Kobra, Amsterdam, h.4.
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Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi
atau peraturan perundang-undangan.
b. Pelimpahan wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari
wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut untuk
membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk
bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk
menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang
bertanggung jawab, sepanjang tidak ditentukan secara khusus
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan yang sah jika ditinjau dari mana kewenangan
itu diperoleh, maka ada tiga kategori kewenangan, yaitu atributif,
mandat, dan delegasi.*

1. Kewenangan Atributif
Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau
berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh

Undang-Undang Dasar. Istilah lain untuk kewenangan

distributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang

tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. Dalam
kewenangan atributif, pelaksanaanny dilakukan sendiri
olen pejabat atau badan tersebut yang tertera dalam

peraturan dasarnya. Adapun mengenai tanggung jawab

3 Lutfi Effendi, 2004, Pokok-pokok Hukum Administrasi, Edisi Pertama Cetakan Kedua,
Bayumedia Publising, Malang, h. 77
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dan tanggung gugat berada pada pejabat ataupun pada
badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.
2. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang
bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari
pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau
badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat
dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila
dilarang secara tegas. Setiap saat pemberi kewenangan
dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan
tersebut.

3. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif merupakan kewenangan
yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan
kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-
undangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam
kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat
beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut
atau beralih pada delegataris. Dengan begitu, pemberi
limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang
itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang
pada asas contrarius actus. Oleh sebab itu, dalam

kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan
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perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang

menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut.

Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang

mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak

terdapat kewenangan delegasi.**

Pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan
bahwa kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu sebagai
penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk wet (wetgever)
yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada
maupun yang baru dibentuk untuk itu. Tanpa membedakan
secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan,
Indroharto berpendapat dalam arti yuridis pengertian wewenang
adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Menurut
teori kewenangan dari H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt dapat
dirumuskan sebagai berikut :

a. Attributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een
wetgever aan een bestuursorgaan (pemberian izin/wewenang
oleh pemerintah kepada pejabat administrasi Negara).

b. Delegatie : overdracht van een bevoegheid van het ene
bestuursorgaan aan een ander (pelimpahan wewenang dari

satu badan ke yang lain)

* Ibid, h. 77
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c. Mandaat : een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens
hem uitoefenen door een ander (tidak adanya suatu
pelimpahan wewenang dari Badan atau pejabat yang satu
kepada yang pejabat lain ).*

Menurut  Philipus M. Hadjon, kewenangan membuat
keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan
atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang
melekat pada suatu jabatan. Philipus menambahkan bahwa;

“Berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/

pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan

itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang

berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum”.*

Pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa atribusi dan delegasi
merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mengetahui apakah
suatu badan berwenang atau tidak dalam melaksanakan kewajiban
kepada masyarakat. Philipus M. Hadjon menyatakan dalam hal
mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih
tanganan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern
antara penguasa dan pengawal. Dalam hal-hal tertentu seorang
pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa.*’
Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan

yang dimiliki oleh notaris merupakan kewenangan atribusi yang

** H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1988, Hoofdstukken van Administratief Recht,
Uitgeverij LEMMA BV, Culemborg, h. 56

“® Philipus M. Hadjon, 2001, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan Ketujuh,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 110.

" Ibid, h. 131.
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berasal dari peraturan perundang-undangan. Max Weber
menyebutkan bahwa, “In legal authority, Legitimacy is based on a
belief in reason, and laws are obeyed because they have been

»%® (Dalam kewenangan hukum,

enacted by proper procedures.
keabsahan suatu perbuatan didasarkan pada keyakinan dalam
penalaran dan hukum yang dipatuhi karena telah diberlakukan

dengan prosedur yang tepat).

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk
memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian
dimaksudkan untuk memperoleh hasil jawaban yang seobyektif mungkin atau
kebenaran-kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.*
Pada hakekatnya penelitian itu timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri
manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu
pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum
dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,
sistematika dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk

“ Max Weber, 2008, Mastering Public Administration, Second Edition, CQ
Press,Washington, h. 32

“Soerjono Soekanto,1987, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press,
Jakarta, h. 3.

30



kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-
permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut.>

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan
analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematik, dan
konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu.
Sistematik adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak
adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai
pedoman, dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa,
dan memahami untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehubungan
dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian
yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan.Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis
empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau
masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.® Meneliti efektivitas suatu
Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi)

antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri

*O1bid, h. 5.

> Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, 2009, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.1
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dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).>?

Melalui pendekatan ini pula penulis melakukan analisis terhadap
Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Wakaf
Berdasarkan Permen Atr Bpn No. 2 Tahun 2017 Di Kabupaten Pati

2. Bahan Hukum Penelitian

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Bahan
hukum primer yaitu berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang
terkait dengan penelitian ini. Sumber data sekunder yaitu bahan-bahan
yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu
menganalisa dan memahami bahan hukum. Sumber data sekunder
bersumber dari perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata
Ruang, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf dan PP No. 20 Tahun 2015 tentang
Badan Pertanahan, selain itu juga berupa literatur, karya ilmiah, hasil
penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian. Adapun

sumber data tersier yaitu bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari

52 Amiruddin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta,
h. 15
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bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum.
3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah
dengan teknik wawancara dan teknik telaah kepustakaan (study document).
Wawancara akan dilakukan dengan Petugas di Kantor Pertanahan
Kabupaten Pati, dan pihak lain yang akan dipilih secara acak. Sedangkan
teknik kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan (menginventarisasi)
bahan-bahan hukum yang dianggap berhubungan dengan permasalahan
dalam penelitian, kemudian melakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan
hukum yang dikumpulkan.

4. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisisnya, akan digunakan cara deskriptif
analitik, sehingga tidak hanya melakukan eksplorasi dan klarifikasi atas
fenomena atau kenyataan-kenyataan sosial melainkan juga mencari
hubungan kausalitas dan interaksional dari semua data terpilih yang
berhasil dikumpulkan.*®

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian lapangan maupun
penelitian kepustakaan akan dianalisis dengan metode analisis data
kualitatif yaitu:

a. Analisis Deskriptif yaitu dengan memilih data yang
menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari wawancara di

lapangan, analisis menggunakan cara berpikir induktif, yaitu

>% Sanapiah Faisal, 1995, Format-Format Penelitian Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, h. 25
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menyimpulkan hasil penelitian dari hal-hal yang sifatnya khusus ke
hal-hal yang sifatnya umum.

b. Analisis Kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyeleksi
data yang diperolen dari wawancara lapangan, kemudian
dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi
kepustakaan sehingga diperoleh gambaran dan pemahaman yang

sistematis dan menyeluruh untuk menjawab masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan
Penulisan hukum ini dibagi dalam beberapa bab, dimana antara bab

yang satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan dan berkaitan.

Sistematika penulisan hukum ini disusun sebagai berikut :

BAB | Pendahuluan
Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,
Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan
Sistematika Penulisan.

BAB Il Tinjauan Pustaka
Pada bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang
Hak Atas Tanah di Indonesia meliputi Pengertian Tanah, Hak
Atas Tanah, Macam-mcam Hak Atas Tanah, Peralihan Hak
Milik Atas Tanah; Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah
meliputi pengertian Pendafataran Tanah, Tujuan Pendaftaran

Tanah, Cara Pendaftaran Tanah, Pelaksanaan Pendaftaran
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Tanha, Pejabat yang Berkaitan dengan Pendaftaran
Tanah;Perspektif Islam tentang Tanah; Tinjauan Umum Tentang
Tanah Wakaf meliputi Pengertian Wakaf, Rukun dan Syarat
Wakaf, Wakaf dalam Perspektif Ulama, Tujuan dan Manfaat

Wakaf, Nadzhir .
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BAB 11l Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB IV

Pada bab ini akan menganalisis tentang Pelaksanaan
Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Wakaf
Berdasarkan Permen ATR BPN No. 2 Tahun 2017 di
Kabupaten Pati, Akibat Hukum Pendaftaran Peralihan Hak
Milik Atas Tanah Karena Wakaf Berdasarkan Permen ATR
BPN No. 2 Tahun 2017 di Kabupaten Pati, Hambatan dan
Solusi dalam Proses Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas
Tanah Karena Wakaf Berdasarkan Permen ATR BPN No. 2
Tahun 2017 di Kabupaten Pati.

Penutup

Pada bab ini berisi simpulan secara keseluruhan dari
pembahasan tesis dan saran yang berhubungan dengan masalah
tesis. Simpulan ini merupakan jawaban daripada rumusan
masalah setelah dibahas dan saran rekomendasi penulis dari

hasil pembahasan/penelitian.
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